BARB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Definisi anak menurut Undang-undang No 3% Tahun 1999 Tentang Hak Asasi
Manusia Pasal | Ayat 5 ndalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun
dan belum menikah, termasuk anak yvang masih dalam kandungon apabila hal
tersebut adalah demi kepentingannya. Anak memiliki hak untuk dapat dilibatkan
partisipasmya dalam pembangunan. Pembangunan di Indonesia belum banyak
melibatkan anak sebagai orientasi mmk_ Anak adalah salah satu
kelompok yang disbaikan susranya. Beberapa contoh ruang publik yang
seharusnya layak bagi anak seperti ruang rokok i:husushlglpeml:ok aktif sebab
dampak yang dihasilin oleh asop rokok akan berbahays Bagh anak. kemudian
tamsn kota hinggs nuang tunggu vang fasilitasnya belum banyak disediakan bagi

Hﬂk’nk sesuni dengan Konvensi Hak Anak mengstur hnm-:dﬂm'ak 54
pns:ﬂf, yung di dalamnya memuat hak atas keschatan, pend':dihn. pufﬂmlmggl
atss eksploitasi maupun kekerasan, hak unfuk dapat berbicara, dan lainmya.
Mniml:hng anak adalah kewnpban, Amok berhok untuk tidak ml:u:m
diskriminasi, penelantaran, maupun tindakan merugikan lainnys. Pembangunan
harus  mendukung perkembangan sekaligns ruang tumboh kembang anak.
Fewnh perfu turut menyumbang dan Mmpersmﬂmﬁmda vang
chploitasi dari lingkungan, anak akan mengadopsi nilsi-nilai yang i dapati

Dunia internasional terus menggalakkan pemenuban atas hak anak, sementara
Indonesia masih mmll!ﬁimm untuk dapat menyelesaikan rentetan
kasus yong menghantui generasinyn. Kementerian Pemberdayaan Perempuon dan
Perlindungan Anak (KEMENPPA) menghimpun data sepanjang tahun 2021 yang
menimpa onak-anak di Indonesia khususmya Daerah Istimewa Yogyakarta yang
dijabarkan melalui tabel bertkut :



Mo Jenls Pelanggaran Jumiah

1 Kekerasan seksual 325 kasus

2 Kekerasan psikis 251 kasus

3 Kekerasan fisik 64 kasus

4 Penelantaran 2] kasus

3 Eksploitasi (1 kasus

6 TPPO 3 kasus

7 Kekerasan dalam bentuk lain 50 kasus

{Swumber - Datasel SIGA KREMENPPA)

Korbap Kekerasan Sepanjang 2024 Berdasarkan
Kelompok Umur

4

o3 Tehun ® 81X Tahun  ® 13-17 Tabbin & SIS RN

| 1584 Tahun % 43-3% Tehum ® 840 Tisln

(Sumber : SIMFONI KEMENPPA)

Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak mencatst selama 2024,
korban dﬂ:mguﬂhrrhm kelompok umur. Adapun pada usia 0-3 tahun
tercatat sebanyak 7.8%, <12 imhun sebonysk 22%, wsia 13-17 tahun 34.4%,
diikuti oleh usia dewasa dmgm rentong 18-24 tahun sebanyak 11.4%, 25-44
tahun sebanynk 20.5%, 45-50 tabun 3.4% don terakhir pada 60 tahun ke atas
sebanyak (,5%. Angka ini adolah rekapitulasi dari 4.536 kasus vyang telah
dihimpun, terbukti bahwa vsia 12-17 tabhun adalah yang paling banvak mengalami
kekerasan.

Data di atas bukanlah angka keseluruhan, mengingat hal seperti ini bak
gumung es yang justru banvak kasus yang tidak terlapor disebabkan beberapa
faktor. Crang tua, lingkungan, hingga pemerintah sebagai bagian vang patut




melindungi anak dengan peran dan fungsmya menjadi catatan penting untuk perlu
bersinergi mewujudkan ruang ramah anak.

Angka kekerasan pada anak di Kabupaten Sleman masih tinggi, dibuktikan
dengan r1ilis Dinas Pemberdavaan Perempunan dan  Perlindungan  Anak.
Pengendalian Penduduk don Keluargs Berencann (DP3APIKB) Kabupaten
Sleman melalni media Joglojateng.com menyebutkan hingga September 2023
terdapat sebanyak 123 kasus kekerasan pads anak. Kemudian pada isu kesehatan,
Kabupaten Sleman di tahun 2022 masih pada posisi 15% untuk angka prevalensi
stunting berdasarkan Survei Status Gizi Indofesia. Dsta menunjukkan bahwa
persentase anak yang memiliki KIA (Kartu Identitas Anak) di Kabupaten Sleman
masih pada angka 80,03% hingga 2023, Kondisi tersehut tentu saja perlu menjadi
evaluasi, perhotion dan tugas: hmma khususnya kehaﬁﬁ m;ah:m sebagai
penggerak terkecil {hhm birgkrasi pemerintahan umtuk dapat mewujudkan
Iinghmgln ‘dan masa depan vang ramah anak. Rutghgﬁﬂmmh anak dapat
dmmh;-dﬂuhr!um desa, kota, maupun negara sendiri pada cakupan yang lebih
luss, Untuk tu. diperlukan jaminan melalui pemeritah atas hak anak dengnn
menciplakan lingkungan yang aman. Penelitian ini akan menganalisa pemenuhan
‘Kebijakan Desa Layak Anak. Di Kalurahan Condongeatur, Kecamatan Depok,
Kabupaten Sleman.

Peraturain Bupati Sleman No 12 Tahun 2018 Kabupaten Layak Anak (KLA),
mew banyak komponen tentang indikator pelayanan, hesem hingga
keluarga yang mmah nnak. Persturan Bupati juga mengatur hak anak yang
dipenuhi mmﬁ sebagai pelaksana ata Wn tangan kebijakan.
Pergeseran istilah yang digunakan mengenai Desa Layak Anak menjadi Desa

Ramah Anak disebabkan knbu;kuaumuganmmwk ini dibentuk hingga
skala kecamatan, namun’ pada saat hal ini tenimplementasi di desa-desa atau

padukuban, maka pedoman yang digunakan adalah Desa Ramah Anak. Kalurshan
Condongeatur sebagai satuan terkecil pemerintahan di Kabupaten Sleman menjadi
pilot project percontohan pengembangan Desa Layak Amnak di Kalurahan
Condongeatur,

Adapun analisa mengenai review kebijakan nulai dan skala nasional hingga
desa  bahwa kebijakan di antaranys saling mengikat, melengkapi, dan
memperkuat fujuan satn sama kin Selpin itu pada skala kebijakan nmasional,



memerikan kerangka umum dan konsep penatalaksanaan hingga di daerah,
sedungkan kebijakan lokal memberikan arahan yang detail dan spesifik mengenai
wilayahnya masing-masing, dan terakhir sebagai pelaksana maka kebijakan desa
memberikan panduan untuk penerapan di tingkat desa.

1.2 Rumusan ¥asalah
a. Bagaimana implementasi kebijakan desa layak anak di Desa Condongeatur?
b. Hambatan dan tantangan implementasi kebijakan Desa Layak Anak di
Kalurahan Condongeatur?

1.3 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini selain sebagai synrat yang perlu dipenuhi guna
proses.akhir gelor Strata |, Selsin i iujuan sdalsh menganalisa sejauh mana dan
seperti apa proses pemenuhan hak anak untuk berpartisipasi melali Forum Anak
dalom implementasi kebijakan Desa Layak Anak di Dess Condongcatur

14 Manfaat Penclitian
2. Manfat Teoritis
Penelition ini memiliki manfiat secara teoritis sehagai salah satu
pengukuran pads  Kalurahan Condongeatur  dalam’ proses  Implementasi
Kebijakan Desa Layak Anak di Kalurahan Condongestur, Depok, Sleman.
b. Manfuat Praktis
Secara praktis. hasil dari penclitian ini dapat dijadikan sebagai evaluasi
dan acuan pada level pemerintahan agar dapat kembali merumuskan kebijakan
pun Hﬂpl‘ﬂmnﬁsf?ang fepnt susaran den rmnu‘int pada kondis1 yang
lebih baik. Selain i, masyvarakal juga &pﬂ .l.‘:_&u}ndl agen pelaksana
perubahan maupun perkembangan dari pentlamn yang menjadi hasil dan
penelitian.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian skripsi ind terdupat sistematika bab yvang disusun sebagai
berikut :



BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdapat latar belakang masalah yvang menjadi landasan topik penelitian
dan alasan penelitian ini dilaksanakan. rumusan masalah. tujuan penelitian. manfaat
penelitian, dan sistematika bab dalam penulisan skripsi.

BAB I TINJAUAN PUSTAKA
Pada bab ini terdapat uraian dasar dari teori yang akan digunakan sebagai penelitian
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